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W4JJKOTA PALOPO 
PROVll'fSJ SUJAWESJ SELATAll 

PERATURAII DAERAH KOTA PALOPO 

llOIIOR 5 TAIIUB 2017 

TEIITAllG 

PEllAllAJIAll MODAL 

DEIIGAll RABIIAT TUHA1' YAllG llllAHA ESA 

W4JJKOTA PALOPO, 

a. bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu faktor 
penggerak perekonomian daerah, peluang pembiayaan 
pembangunan daerah dan penciptaaan lapangan kerja; 

b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan Penanaman Modal 
perlu menciptakan kemudahan pelayanan dan fasililasi untuk 
yang berpengaruh bagi peningkatan realisasi Penanaroan Modal 
dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Kola Palopo 
menjadi daerah yang menarik bagi Penanarnan Modal; 

c. bahwa dengan telab diundangkannya Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang 
Undang Noroor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagairoana telab diubab dengan Undang-Undang Noroor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah, 
Pemerintah Oaerah mempunyai kewenangan dibidang 
Penanaman Modal Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagairnana dirnaksud 
dalam huruf a, huruf h dan huruf c, perlu merohentuk 
Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noroor 3214); 

4. Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mamasa dan Kola Palopo di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 24

1 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4186); 
5. Undang-Undang Noroor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penalaan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia 
Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 



Menetapkan 

19. Pera.turan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Miiik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5533); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin 

Usaha Jndustri (Lembaran Negara Repubhlc Indonesia Tahun 
2015 Nomor 329,. Tarohaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5797); 

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal (Lembmau Negara Republik 
Judonesia Tab.un 2012 Nomor 42}; 

22. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
PenyeJenggaraan Pefayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

23. Peraturan Presiden Norn.or 44 Tahun 2016 tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman ModaI(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97); 

24. Peraturan Daerah Provmsi Sulawesi Se\atan Nomor 13 Tahun 
2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2009 Nomor 13); 

25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tabun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Tahun 2016 
Nomor 87 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8). 

Dengan Persetujua.n Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAWPO 

dan 

WAUKOTA PALOPO 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KOTA PAWPO TENTANG PENANAMAN 

MODAL. 

BAB I  

KB'i  BM5U'Alf Ulll1.lf 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah ada)ab Kota Palopo. 
2. Pemerintah Daerah adaiah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang rnerniropin pelaksaoaao unsur pemerintabao yang menjadi 
Jrewcnangan daerah otonom. 

3. Pemerintaban Daerah ada]ab penyelenggaraan urusan pemcrintaban oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sebagaimana dimaksud da)aro 

Undang-Undang Dasar N� Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Walikota adatab Walikota. Palopo. 
5. Dinas Penanarnan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 

disingkat DPMPfSP adalab unsur pembantu Walikota da)aro rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan fungsi utama melakukan 
koordinasi dan/atau mendapat pelimpahan wewenang atas urusan pemerintah 
dibidang Penanaman Modal di daerah. 



Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4852J; 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2008 tenbmg Usma Wkro, 
Keeil, dan Menengah (Lembaran Negara Repubhte lndonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

9. Undang-Undang Nomor 25 tahrm 2009 tentang Pe!ayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2009 
Nomor I 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tah1m 2009 tentang Perlia·dungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia :r,omor 5059); 

11.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); 

13. Undang-Undang No.mer 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

14. Undang-Undang Nam.or 23 Ta.bun 2014 tentang Femerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana teiahdiubah dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tamm 2015 tentang Perubahan Kalua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Jangka 
Waktu lzin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara 
Repubhlc Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Jndon:esia Nomor 3335); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 14� Tambaban Lembaran Negma Republik Indonesia 
Nomor 4812) sebagairoana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 tahun 201 l tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Namor l Tahtm 2008 tentang Investasi 
Pemerintah fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 124, Tarohabao l.embaran Neg;ua Republik Indonesia 
Nomor 5261); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pembaian lnscntif dan Kemudaban Penanamao Modal di 
Daerah (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4854J; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tab-un 2009 tentang Kawasan 
lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 
Nomor 47, Tambabao Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4987); 



6. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, clan 

pertanggungjawaban Perizinan dan Non perisinan, termasuk 
penandatangananaya atas naroa penerima wewenang. 

7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang 
dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 

8. Modal DaJam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia 
perseorangan warga negara Indonesia, atau hadao usaba yang berbentuk badan 
hukum atau tidak berbadan hukum. 

9. Modal Asing adaJah modal yang diroiliki oleh negara asing, perseorangan warga 
negara asing, badan usaha asing, badan hu.kum asing, dan/atau badan hukum 
Indonesia yang sehagian atau se1uruh modalnya diroililri oleh pihak asing 

10. Penanam Modal adalab perseorangan atau badan usaha yangmelakukan 
Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun 
penanam modal asing. 

11 .  Penanaman Modal adaJab segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh 
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 
usaha di wilayah Daerah. 

12. Pcnanarn Modal Dalam Negeri adaJah pei SCOiangan warga Negara Indonesia, 
badan usaha dalam negeri, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di 
wilayah daerah. 

13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badanusaha 
asing, dan/ atau pemerintah asing yang melakukan Penanaroao Modal di wilayab 
Daerah. 

14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Peroerintah Daerah berdasarkan 
Peraturan Daerah atau peraturan penmdang - undangan Jainnya yang 
merupakan bukti legaJitas menyatakan sah atau dipeiboJebkannya seseorang 
atau badan untuk melalrukan usaha atau kegiatan tertentu. 

15. Izin Prinsip penyeJenggaraan Penanaman Modal yang seJanjutnya disebut Izin 
Prinsip adalab suatu izin yang dikeluarlam oleh Pemerintah Daerah yang 
cliberikan kepada penanam modal atau hadan usaba yang akan me1akukan 
k.egiatan usaha di suatu daerah. 

16. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untulc melakukan kegiatan 
usaha. 

17. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar lmendaftarkan), 
mencatat.kan naroa, alamat, jenis kegiatan yang berkaitan dengan Penanaroan 
Modal. 

18. Perizinan Ada)ab segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memiliki 
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19. Non Perizinan adaJah segala bentuk Jremudahan peJayanan, fasilitas fiskaJ dan 
informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan penmdang 
undangan. 

20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah Japoran berkala yang berkaitan 
dengan perlcembangnan perusabaan Penaoaroao Modal. 

21 .  Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang 
selanjutnya disingkat SPIPISE adaJab Sistem pelayanan Perizinan dan Non 
perizinan yang terintegrasi anta.ra Peroerint.ah yang meroilild kewenangan 
Perizinan dan Non perizinan dengan pemerintah daerah. 

BAB B  

MIAS  DAii TUJUAlf 

Paaal 2  

Penanaman Modal diselenggarakan ben:lasarkan asas = 

a. kepastian hukum; 
b. k.eterbukaan; 
c. akuntabilitas; 
d. perlalruan yang sarna dan tidak membedakan asaJ penanam modal; 
e. k.ebersamaan; 



f. efisiensi berkeadilan; 
g. berkelanjutan; 
h. berwawasan lingkungan; 
i.kernandirian;dan 
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah. 

Pasal 3  

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan: 
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; 
b. menciptakan lapangan kerja; 
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingk.ungan; 
d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha; 
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah; 
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan 

dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luamegeri; dan 
h. meningkatkan kesejahtcraan masyarakat. 

BAB m  

RU.AIIG L111GKOP 

Pasal 4  

(  1) Ruang lingkup Penanaman Modal meliputi kewemmgan dan kebijakan dasar 
Penanaman Modal jenis bidang usaba, perlakuan terhadap penanarn modal, 
ketenagakerjaan, pengembangan UKM dan koperasi, peran serta masyarakat dan 
pemberian insentif yang diatur da1arn peraturan perundang-undangan. 

(2) Ruang lingkup sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleb perangkat 
daerah yang membidangi tugas tersebut serta berkoordinasi dengan perangkat 
daerah yang membidangi Penanaman Modal. 

BAB IV 

KBWBlfAIIGAII PBlfAlfAlllAll •oDAL 

Pasal S  

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Penanarnso ModaJ terdiri: 
a. kebijakan dasar Penanaman Modal daJarn bentuk Rencana Umum Penanaroan 

Modal Daerah; 
b. kebijakan Penanaman Modal skala Daerah. 

Pasal 6  

(!) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk: 
a. mendorong tcn:iptanya iklim usaha yang kondusif bagi Pcnana:man Modal 

untulc penguatan daya saing perekonomian daerah; 
b. mempercepat peningkatan realisasi Peoanaman Modal. 

(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Pemerintah Daerah: 
a. memberi perlakuan dan peluang yang sarna bagi Penanam Modal; 
b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, clan keamanan bernsaha bagi 

Penanam Modal sejak proses pengurusan perizh1an sampai dengan berakhimya 
kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan 
kepada usaha mikro., kecil, menengah dan koperasi. 



(3) Kebijakan dasar sebagaimana diroaksud pada ayat (1) clan ayat (2) diwujudkan 
dalam bentuk Rencana Umum. Penanaman Modal Daerah. 

(4) Ketentuan lebih Janjut mengenai Rencana Umum Penaoaman Modal sebagairoaoa 
dimaksud pada ayat l3) diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 7 

(I} Kebijakan Penanaman Modal skala daerah sebagaimana dimaksud dafaro Pasal 5 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a. promosi Penanaman Modal; 
b. pelayanan Penanaman Modal; 
c. pengenda1ian peJaksanaan Penanaman Modal; 
d. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; 

(2) Kebijakan Penanaman Modal ska)a daerah sebagairnana dimaksud da)arn ayat (1) 
clilaksanakan oleh DPMPl'SP 

BAB V  
KBBIJAKAN PBll'Alf.AIIAII' •oDAL SKALA DABR.All 

Raglan Keaatu 

Promosi Penaaaman llodal 

Pasal 8  

(I) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dafam Pasal 7 Ayat (1) huruf a 

dilakukan dengan : 
a. mengkaji. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan 

pemberian bimbingan clan pembinaaan promosi Penanaroan Modal; 
b. mengkoordinasikan dan melaksana.kan promosi Penanaman Modal; 
c. mengkoordinasikan. mengkaji. menmruskan dan menyusun materi promosi 

Penanaman Modal. 
(2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

d.ilaku.kan. secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah lainny� dan lembaga non Pcmerintah. 

Beglan Kedua 
PeJapmm Jlleaaneman •odal 

Pasal 9  

Pelaksanaan kebijakan peJayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) hurufb meliputi: 
a. jenis bidang usaha; 
b. Penanam Modal; 
c. bentuk badan usaba; 
d. perizinan 
e. jangka waktu Penanaman Modal; 
f. hak, kewajiban dan tanggungjawab Penanam Modal; 
g. lokasi Penanaman Modal; dan 
h. Pelayanan Terpa.du Satu Pintu. 

Panlgrafl 
JeJlia Bideng Useha 

Pasal 10 

(1) Sernua bidang usaha ataujenis 11saba., terbuka bagi kegiatan Penanaroan Modal., 
kecuali: 



a. bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup; dan 
b. bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan 

sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan 

penanaman modal sebagairoana diroaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota. 

Panpaf2 
Peususm Modal 

Paal l l  

(  1 }  Penanam Modal Dalam Negeri yang akan rnelaksanakan Penanaman Modal dapat 
berbentuk Perseroan Terbatas, Commanditaire Vennotschap, F� Kope.tasi, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Penaoaroao Modal 
yang tidak berba.dan hukum atau Perseorangan. 

(2) Penanam Modal Asing yang akan melaksanakan Penaoaroan Modal dapat 
dilakukan oleh warga negara asio& dan/ atau badan hukum asing dan/ atau 
Penanaman Modal Asing yang patungan dengan warga Negara Indonesia dan/ atau 
badan hukum Indonesia. 

Panpaf3 
Bentak Bamn Usaha 

Pasal 12 

( l) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badao usaba yang berhadan 
hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan. 

(2) Penaoaroan Modal Asing wajtl> dalaro bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan 
hukum Indonesia, dan berkedudukan di da]arn wilayah Republik Indonesia kecuali 
clitentukan lain oleh undang-undang. 

(3) Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang melakukan 
Penanaman Modal da)arn bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan: 
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas; 
b. membeli saham; clan 
c. melakukan cara Jain sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan. 

Panpaf4 
Perlzfnsu 

Pua113 

(I) Setiap Penanam Modal untuk jenis usaha tertentu yang menanamkan modalnya di 

Daerah wajib meroiJilri lzin Penanaman Modal dari Walikota. 
(2) Jenis usaba tertentu sebagairnana diroaksud pada ayat (1) diatur melalui 

Keputusan Walikota 
(3) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ. terdiri dari: 

a. Izin Prinsip, dan 
b. 1zin Usaha 

(4) Izin Penanaman Modal sebagaimaoa dimaksud pada ayat {2), apabila terjadi 
perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Walikota. 

(5) Walikota dapat melimpabkao keweoangan penerbitan izin sehagairoaoa dimaksud 
pada ayat (1) dan perubaban sebagaimana diroaksud pada ayat (4), kepada 
DPMPI'SP. 

(6) Penanaman Modal setelah memperolah izin Penanaman Modal sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1). wajib melengkapi perizinan lain yang terkait sesuai dengan 
bid.ang usabaoya. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan penerbitan izin 

sebagaimana diroaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peratumn Walikota. 



ParagrafS 
Janglm Walda Penanaman Modal 

Pasal 14 

Jangka Waktu Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan pemturan penmdang 
undangan 

Paaal 15 

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan: 
a. kepastian bukum dan perfindungan; 
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; 
c. hak pelayanan; dan 
d. berbagai bentuk fasilitas kem.udaban sesuai dengan ketentuan pcraturan 

pernndang-undangan. 

.Pual 16 

Setiap Penanam Modal berkewajiban: 
a. menerapkan prinsip ta.ta kelola perusabaan yang baik; 

b. meJaksanakan tanggungjawab sosial perusabaan; 
c. membuat laporan tentang kegiatan Penaoaroao Modal dan menyaropaikanoya 

kepada DPMPI'SP; 
d. menghormati tradisi budaya rnasyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman 

Modal; 
e. mematuhi semua ketentuan peraturan pernndang-undang,m 

Paaal 17 

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab : 
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam 

modal menghentikan, meninggaJkan atau menelantarkan kegiatan usahanya 
secara sepibak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan; 

c. menciptakan ildim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan 
hal lain yang merugikao daerah; 

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
e. menciptakan Jreselamatan dan kesehatan kerja, serta kenyamanan dan 

kesejahteraan pekerja; 
f. mematubi semua ketentuan peraturan perundang-undangan 

Paragraf7 
LoJraai Pena-aman VodaJ 

Pasa1 1 8  

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Daerah. 

Paragraf'S 
PeJayamm Tapadu Sa.tu Pbatu 

Pa.sal 19 

( 1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi: 



a. pelayanan perizinan dan non perizinan. 
b. pelayanan insentif dan kemudahan. 
c. pe)ayanan pengaduan masyarakaL 

(2) Dalam melaksanakan Pl'SP, Walikota memberikan pelimpahan wewenang 
pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintah dibidang 
Penanaman Modal kepada DPMPJ'SP. 

(3) Pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal rnelalui Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di)aksaoakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi 
dengan Pemerintah dan Daerah 

(4) Tata cara penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di DPMPfSP diatur 
dengan Peraturan Walikota 

Bagiaa Ketfga 
Pengea«JaHaa Pelekseaeen Penanaman Modal 

Pasal 20  

(  1) Pengcndalian PcJaksanaan Pcnaoarnao Modal sehagaimana diroaksud dalaro Pasal 
7 ayat ( 1) hutuf c, meliputi: 
a. fasilitas Penanaman Modal bagi penanam modal. 
b. peJaksanaan Jrewajiban sebagai penanam modaJ. 

(2) PengendaJiao pelaksaoaan Penanaman Modal di1akukan melalui pemantauan, 
pembinaan dan penga.wasan. 

(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan 
cara: 
a. kompilasi; 
b. verifikasi; 

c. evaluasi Japoran kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber infonnasi Jainnya 
yang terkait. 

(4) Pelaksanaan pemhinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 
ca.ra: 
a. sosialisasi pela.ksaoaan ketentuan Penanaman Modal; 
b. pembcrian konsultasi dan bimbingan pe1aksanaan Penaoaroan Modal sesuai 

dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; 
c. fasilitasi penyeJesaian roasalah/bambatan yang di hadapi Penanaman Modal 

dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya 
(5) Pelaksanaan peoga:wasan sebagairoana diroaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

cara: 
a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman 

Modal dan fasilitas yang teJah diberikan; 
b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanarn modal; 
c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaroan Modal. 

(6} Tata cara. peJaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota. 

Raglan Keempat 
Pengolab•n Data dan Sfstem lnformasf Pen•n•m•n Modal 

Pasal21 

PengoJahan data dan sistem informasi Penanaman ModaJ sebagaimanadimaksud 
daJaro Pasal 7 Ayat (1) huruf d meliputi pe]ayanan perizinan dan non perizinan di 
bidang Penanaman Modal dan di)aksanakan dengan menggnoakan SPIPISE yang 
terintegrasi dengan pemerintah clan daerah. 



BAB VI 
PBRLAKU'Alf TBRIIADAP PBBAWAIUII MODAL 

Paaal22 

( 1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama Jrepada semua penanam 
modal yang me1akukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah sesuai ketentuan 
penmdang-undangan. 

(2) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan pengambilaUban hak kepernilikan 
penanam modal, Jrecuali dengan undang-undang. 

Pasal 23  

Penanam Modal dapat mengalihkan aset yang dbmlilc;ioya kepada pihak yang 
diinginkan oleh Penanam Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Paal 24  

(1) Perusahaan Penanaroan Modal daJarn memenuhi kebutuhen tenaga kerja barus 
mengutamakan tenaga kerja lokal. 

(2) Perusahaan Penanaman Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara 
asing dan/ atau warga negara Indonesia unruk jabatan dan keablian tertentu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal 
melalui peJatihan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(4) Perusahaan Penanaman Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan 
menyelenggarakan pela.tihan dan melakukan alib teknologi kepada tenaga kerja 
lokal scsuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan. 

Pasa1 25  

(1) Penyelesaiao perselisihan hubuogao industrial wajib diupayakan untuk 
diselesaikan secara musyawarah mufakat antara pernsabaan Penanaroan Modal 
dan tenaga. kerja. 

(2) Jika penyeJesaian sebagaimana dbnaksud pads ayat {l) tidak mencapai basil, 
penyelesaiannya di1akukan melalui upaya mekanisroe tripartit. 

(3) Jika penyelesaian sebagairoana dimaksud pada ayat (2) tidak. mencapai basil, 
perusahaan Penanaman Modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan 
hubungan industrial di pengadiJan hubungan industrial. 

BABVID 

PEIIGBIDIAllGAll PBIIA1IAIIA1I IIODAL 
BAGI 1JSABA IIIIKRO, KBCIL, IIIEIIBGAII DAii KOPBRABI 

Pual :26  

(  1) Pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha yang diradangkan untuk 
usaba mikro, kecil dan koperasi serta bidang usaba yang terbuka untuk usaha 
besar dengan syarat hams be.lrerja sama dengan usaha mikro, .kecil, menengah dan 
koperasi. 

(2) Pemerintah Daerah meJakukan pembinaan clan pengembangan usaha mikro, kecil, 
menengah dan koperasi me1a1ui program kemitraan, peningkatan daya saing, 
pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang 
seluas-luasnya. 



BAB IX  
PERAJlf  SERTA IIASYARAKAT 

Paaa1 2'1  

(  1) Masyarakat memihld kesempatan yang sama dan seluas - luasnya untuk beJ pei an 
serta daJam penye1enggaraan Peoaoaman Modal dengao cara; 

a. penyampaian saran; 
b. penyampaian infonnasi potensi daerah. 
c. Memfasilitasi .Penanam Modal yang ingm betiuvcstasi di daerah. 

(2) Perm serta masyarakat sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) bertajuan unruk: 
a. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan; 
b.mencegah pe1anggaran atas peraturan perundang- undangan; 
c. mencegah dampak negatif alal>at Penanaroan Modal; 
d.menumbubkan kebersamaan antara. masyarakat dengan Perumam Modal. 

(3) Unruk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimsna 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)> DPMPfSP menyelenggarakan kegiatan dan 
memfasilitaai peran serta masyarakat. 

(4) Bentuk kegiatan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat l3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Walikota. 

BAB X  

PEIIBERIAII IIISEIITIF DAN PBIIBBRIAN KEMUDABAB PElUlUMAl'f 

MODAL 

Bagian Keaatu 
Prinsfp Pemlerfall taseatff clan Pem!Jerian Kemacfaban Peaanamaa llodal 

Pasa1 28  

Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip: 
a. kepastian hukum; 
b. kesetaraan; 
c. transparansi; 
d. akuntabilitas; 
e. efektif dan efisien. 

Baglan IEeclua 

Tata Cana Pem!Jerian Jnsentif clan Pem19erian Kemadahan 

Paaal 29  

fl) Penanam Modal dapat mengajukan pennohonan untuk mendapatkan insentif dan 
kemudabsn Penanaman Modal 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cliajukan kepada Walikota 
melalui DPMPfSP. 

Pasal 30  

Permohonan sebagaimana dimaksud PasaJ 29 dibuat daJam bentuk tertuJis yang 
paling rendah memuat: 
a. nama dan aJaroat baden usaha. Penanaman Modal; 
b. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal; 
c. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan; 
d. a]asao permohonan. 



Pasal31 

(1) Walikota melalui DPMPI'SP memberikanjawaban tcrtulis, paling lambat 14 (empat 
betas) hari kerja setelah permohonan diterima. 

(2) Jawaban sebagairoaoa dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau 
penoJakan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagairoaoa diroaksud pada ayat (1) telah terlaropaui dan 
jawaban belum diberikan, maka permohonan dianggap dikahnlkan. 

Paaal32 

( 1) Dalam hal permohonan disetujui, pemberian insentif dan pemberian kemudaban 
pada penanam modal ditetapkan oleh Walikota. 

(2) Dalam hal permohonan ditolak, pejabat yang ditunjuk membenlcan jawaban 
tertulis dengan disertai alasan yang jelas. 

Pasal 33  

Permohonan sehagaimana dimaksud da1am Pasal 32 ayat (1) paling rendah memuat: 
a. nama dan alamat badan usaha penanam modal; 
b. jenis usaha atau kegiatan Penanaroan Modal; 
c. bentuk pemberian insentif dan pemberian kemudahan; 
d. jangka waktu; dan 
e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/ atau kemudabsn. 

Bagian btiga 
Kriterla Pemberlan Jnsentif dan Pemherian Ke:m11dahan 

Pasal 34 

Pemberian insentif dan pemberian kemudaban diberikan kepada pensnam modal yang 
paling rendah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut 
a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; 
b. menyerap banyak tcnaga kerja lokal; 
c. menggunakan sebagain besar sumber daya lokal; 
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 
e. memberikan kontnl>usi daJam peningkatan Produk Domestik RegjonaJBruto; 
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 
g. termasuk skala prioritas tinggi; 
h. termasuk pemba.ngunan infrastruktur; 
1. meJakukan alih teknologi; 
j. melakukan industri pioner; 
k. berada di daerah perbatasan; 
l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; 
m. bermitra dengan usaha .mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau 
n. industri yang menggunakan barang modal, mesm, atau peralatan yang diproduksi 

di dalam negeri. 

Bagian Keempat 
Daaar PenUaian Pembedan lnsentlf dan Pemberian Kemvclaban 

Pasal 35 

( 1) Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudaban didasarkan pada 
pengukuran salab satu kriteria sebagafmana climaksud dalam Pasal 35. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar peniJaian pemberian insentif dan pemberian 
kemudahan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Walik.ota. 



Bagiaa KeJima 
Jenis U'salla ata11 Kegiatan 

Pasa1 36  

Jenis Usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoJeh insentif dan Jremudahan 
adalah: 
a. perdagangan dan industri; 
b. energi dan mineral; 
c. pertanian, petemakan, clan perikanan; 
d. pariwisata, perhotelan dan nJJDab roakan; 
e. pendidikan dan kesehatan. 
f. transportasi. 

Bagian Keenam 
Bentuk Pem.hedan Insentif clan Pemherian Kemwtabaa Peaaaamea Modal 

Paaal37 

(1) Pemberian Insentif Penanaroan Modal dapat berbentuk: 
a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; 
b. pengurangan, keringanan atau pembehasan retn1msi daerah; 
c. pemberian dana stimulan; dan 

d. pemberian bantuan modal 
(2) Pemberian kemudahan Penanaman Modal dapat be, bentuk: 

a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaroan Modal; 
b. penyediaan sarana dan prasarana; 
c, penyediaan Jahan atau Jokasi; 
d. pemberian bantuan teknis; dan/ atau 
e. pexcepatan pemberian izin 

(3) Pemberian kemudaban Penanaman Modal seperti clisebutkan pada ayat {2) di atas 

diatur melalui Keputusan Walikota. 

Pasal 38  

Pemberian kemudahan Penanaman Modal daJa.m bentuk pereepatan pemberian 
perizinan sebagaimana diroaksud daJam Pasal 37 ayat (2) huruf e diselenggarakan 
melalui DPMPrSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagiaa Ketqjah 
Pem.binaan dan Pengawasan 

Pasal 39 

(1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif 
clan pemberian kemudaban Penanaman Modal. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) cfilaksanakan 
oleh DPMPrSP. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian 
insentif dan pemberian kemudaban Penanaman Modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan waJikota. 



BAB XI 

PBitrBLBSAIAlf SEll'GKETA 

Pasal 40  

(  1) DaJam haJ terjadi sengketa di bidang Penanaman ModaJ antara Pemerintah Daerah 
dengan penanam rnooal, para pihak terlebih dahulu menyeJesaikao seogketa 
tersebut melalui musyawarah dan muf:akat 

(2} Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimaoa dimaksud pada ayat (I} tidak 
ten:apai, peuyeJesaian senglreta tersebut dapat dilakukan meJalui arbttraee atau 
altematif penye1esaiao sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) DaJam hal terjadi sengketa dibidang Penanaman ModaJ antara Pemerintah Daerah 
dengan penanam modal, para pihak dapat menye1esaikan senglreta tersebut 
melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian 
sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan 
dilakukan di pengadilan. 

BAB XII  

SAIIKSI  ADMJIOSTRATD" 

Pasal41 

(1) Penanaman Modal daJam negeri yang meJakukan Penanaman Modal daJam bentuk 
perseroan terhatas dilarang membuat perjanjian dan/ atau pernyataan yang 
menegaskan bahwa kepemilikan saham dan perseroan terbatas untuk dan atas 
nama orang lain; 

(2) Dalam hal Penanaman Modal dalam negeri membuat perjanjian dan/ atau 
pernyataan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pemyataan 
itu dinyatakan batal demi hukum; 

(3) Dalam hal Penanaman Modal yang melak:sanakan kegiatan usaha berdasarkan 
perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah Dacrah mcJakukan 
kejahatan korporasi berupa tindak pidana petpajakan, penggelembungan biaya 
pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil 
keuntungan yang mengala'batkan kerugian Daerah berdasarkan temuan atau 
pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan te1ah mendapat putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah mengakbiri atau 
kontrak kerjasarna dengan Penanarnan Modal yang bersangkutan. 

Pasal.42 

Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  yang 
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan da1aJn Pasal 16 dapat dikenakan 
saoksi adroinistratif bernpa: 

a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan usaha; 
c. pembekuan kegiatan usaha; 
d. pencabutan izin usaha. 



BAB XIII 

'KE"",.i EVIIINTUAN 'PRE�nno-�,•ormp 

Pasal 43  

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempaiannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo. 

Ditetapkan di Palopo 
pada !anggal 5 Juni 20 l 7 

WALIKOTA PALOPO, 

. JUDAS AllIR 

Diundangkan di Palopo 
pada tanggal 5 Juni 20l 7 

Plt. SE:�tETARIS DAERAll KOTA PALOPO 

J Dlli 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALO PO TAHUN 2017 NO MOR 5 

NOREG. PERATURAN DAERAH K<YfA PAWPO, PROVINS/ SULAWESI SELATAN: 

B.HK. HAM. 5. 42. 17. 



PENJELASAlll 
AT.AS 

PERATIJRAII DAFRAB KOTA PALOPO 

BOMOR 5 T.AIIUB 201? 

TEllTARG 

PBJIAIIAJIIAJI KOD.AL 

I. UIIUII 

.Penanaman ModaJ merupa.kan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan 
sebagai upaya unruk meoingkatJran pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan 
kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berk.elanjutan, meningkat.kan kapasitas 
dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam 
rangka mewujudkan masyarakat Kota Palopo yang semakin sejahtera. 

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apab� faktor-faktor yang 
mengbambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi 
regu]asi peraturan perundang-undangan dibidang Penanaman Modal dan reformasi 
birokrasi pusat maupun daera.h. Mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, 
kepastian hukum dibidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, 
serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan dibe, bagai fa.ktor 
penunjang tersebut diharapkan tiogkat reaJisasi penaoaroan modal akan m.embaik 

secara signifikan . 

.Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepeatingan, baik swasta 
maupun pemerintah barns lebih fokus dalam pengernbangan pe1uang potensi daerah, 
maupun daJaro koonlinasi promosi dan pelayanan Penanaman Modal, terutaroa dalam 
melaksanakan urusan Penanaman Modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi 
daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan kooniinasi 
antar lerobaga tersebut barns dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan da]aro 
pemberian pelayanan dibidang Penaoaman Modal terutama pelayanan dibidang 
perizioao. Berkaitan dengan bidang pelayanan Penanaman Modal, agar Kota Palopo 
menjadi dacrah tujuan Pcnanarnan Modal perlu ditingkatkan daya saing daerah dan 
iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu (PI'SP) dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizioao Investasi secara 
E1ektronik (SPIPISE). 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Kota Palopo 
serta. memberikan keseim.bangan clan keadilan dalarn pelayanan berusaha di Kota 
Palopo diharapkan dapat meningkatkan realisasi Pensnamsn Modal. 
Berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud di atas, Pemerintah Daerah perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. 

11. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cuk:up jelas. 
PasaI2 
Hurufa 

Yang dimaksud dengan •asas kepastian bukum" adalah asas dalam negara hukum 
yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sebagai dasar daJam setiap kebijakan dan tindakan dalaJn bidang Penanaman Modal 
Hurufb 
Yang diroaksud dengan "asas keterbukaan" adalab asas yang terbuka terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh infonnasi yang benar, jujur, clan tidak diskriminatif 
tentang kegiatan Penanaman Modsl. 
Hurufc 
Yang dirnaksud dengan "asas akuntabilitas" ada)ab asas yang menentukan bahwa 
setiap kegiatan dan basil akhir dari penye1enggaraan Penanaman Modal harus 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagsi pemegang 



kedaulatan tertinggi negara. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 
Hurufd 
Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal 
penanam modal" adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal daJam negeri 
dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing 
maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari 
negara. asing lainnya. 
HUIUfe 
Yang dimaksud dengan "asas kebersaroaan" adalab asas yang mendorong peran 
seluruh penanam modal secara bersama-saroa dalaro kegiatan usahanya untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. 
Huruff 
Yang dirnaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" ada]ab asas yang mendasari 
pelaksanaan Penanaroan Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam 
usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang ad.ii� kondusif, dan berdaya saing. 
Hurufg 
Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana 
mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk 
menjamin kesejahteraan dan Jremajuan daJam segaJa aspek kehidupan, baik untuk 
masa kini maupun yang akan datang, 
Hurufh 
Yang dimaksud dengan "asas berwawasan Iingkungan" adalah asas Penanaman Modal 
yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan 
peroelibaraan lingkungan hidup. 
Hurufi 
Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Penanaman Modal yang 
dilakukan dengan t.et.ap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak 
menutup diri pada masuknya modal aslng demi terwujudnya pertumbuban ekonomL 
Hurufj 
Yang dimaksud dengan "asae keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah" 
adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ckonomi antar wilayah 
didaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. 
Pasal3 
Cukup jelas. 
Pasal4 
Cukupjelas 
Pasal 5 
Hurufa 
Yang dimaksud dengan �enama Umum Penanaman Modal (RUPM)• dalam k.ebijakan 
Penanarnan Modal adalab Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang 
terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di daerah melalui mekanisme Rapat 
Koordinasi Perencanaan Penana.man Modal Daerab (RKPPMD). RUPM mencakup 
pernmusan pedoman pembinaan dan pengawasan ska]a daerab; pengkoordinasian 
usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan 
yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skafs daerah; penyusunan peta 
sumberdaya dacrah dan pcta investasi; usuJan pcmberian fasilitas bagi penanam 
modal diluar fiskal dan non fiskal nasional. 
Hurufb 
Cukup jelas. 
Pasal 6 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Hurufa 
Yang dimaksud dengan .. perlakuan dan peluang yang sama" ada\ab bahwa Pemerintah 
Daerah tidak membedakan perlakuan dan peluang terhadap penanam modal yang 
telah menanamkan modaJnya di Indonesia, kecuali ditentukan Jain oleh ketentuan 
peraturan perundangan. 



Hurufb 

Cukup jelas. 
Hurufc 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jeJas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 7 

Cu.kup jeJas. 
Pasa18 
Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 
Pasal 10 
Cukup jelas. 
Pasal 1 1  

Cukup jelas. 
Pasal 12 
Cukup jelas. 
PasaJ 13 
Cukup jeJas. 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
Pasal 15 
Hurufa 

Yang dirnaksud dengan "k.epastian huk.um" aclalah jarninan Pemerintah Daerah untuk. 
rnenempatkan hukurn dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai 
landasan utama dalarn setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam rnodal 
Yang dirnaksud dengan "k.epastian perlindungan• adaJab jarninan Pcmerintah Daerah 
bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan daJaro melaksanakan kegiatan 
Penana.man Modal. 
Hurufb 

Cukup jelas. 
Hurufc 

CuJrup jeJas. 
Hurufd 
Cukup jelas. 
Pasal 16 
Hurufa 

Cukup jelas. 
Hurufb 

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusabaan" adalah tanggung jawab 
yang melekat pada setiap perusahaan Penanaman ModaJ untuk tetap menciptakan 
hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan Jingkungan, nil.ai, norma, dan 
budaya masyarakat setempat. 
Hurufc 

Laporan kegiatan penanam modal yang monuat perkembangan Penanaman Modal 
dan kendala yang dihadapi Penanam Modal disarnpailcan secara berkala kepada 
DPMPTSP. 
Hurufd 

Cukup jelas, 
Hurufe 

Cukup jelas. 
PasaJ 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 



Pasal 19 
Cukupjelas 
Pasal20 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dirnaksud dengan «Jcompilasl.,, adalah Data yangtersusun secara teratur. 
Yang dirnaksud dengan «verifikasi" adaJah pembuktian kelengkapan dan 
kebenaran/untuk menentukanjmengujikurasi dokumen yang mendukung data 
Penanaman Modal. 
Ayat (4) 
Cukup je)as. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat {6} 
CukupjeJas 
Pasal 21 
Sebelum terbangunnya pelayanan SPIPISE maka pelayanan perizman dan non 
perizinan melalui PfSP dapat menggunakan administrasi secara manual. 
Pasa!22 
Cukup jelas. 
Pasal23 
Cukup jeJas. 
Pasal.24 
Cukup jelas. 
Pasa125 
Ayat fl) 
Yang dirnaksud denpn persiliban hubungan industrial ada]ab perbedaan pendapat 
yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha 
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan 
rnengenai hak, pasclisiban kepentingan, p.e1 sdisiban pemutusan hubungan kcrja dan 
perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan Tripartit adalah forum komunikasi dan konsultasi antara 
pemangku kepentingan yang ten:liri dari serikat pekerja, pengusaba, dan Pemerintah, 
untuk komunikasi,. konsultasi, dan pe1timhangan.Ditujukan untuk memberikan 
pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Pemerintah clan pibak-pihak terkait 
daJam merumuskan Jrebijakan lretenagakerjaan dan pemecaban masafah. 
Ayat(3) 
Cukup jelas. 
Pasal 26 
Ayat fl) 
Yang dirnaksud dengan "bidang usaba yang dicadangkan• ada]ab bidang usaba yang 
khusus diperuntnkkan bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi agar mampu sejajar 
dengan pelaku ekonomi lainnya. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 27 
Cukup jelas. 
Pasal28 
Cukupjelas. 
Pasal 29 
Cukup jeJas. 
Pasal30 
Cukup jelas. 
Pasal 31 
Cukup jelas. 



Pasal 32 
Cukup jelas. 
Pasal 33  
Cukup jelas. 
Pasal34 
Hurufa 
Cukupjelas. 
Hurufb 
Cukup jelas. 
Hwufc 
Cukup jelas. 
Hurufd 
Cukup jelas. 
Hurufe 
Cukup jelas. 
Huruff 
Cukup jelas. 
Hurufg 
Cukup jelas. 
Hurufh 
Cukup jeJas. 
Hurufi 
Yang dimaksud dengan "alih teknologi" adaJah suatu proses penguasaan kemampuan 
teknologi dari luar negeri yang diurai dalam tiga tahapan, yaitu: 
l .  Peralihan te.knoJogi yang ada ke daJam produksi barang clan jasa tertentu. 
2. Asimilasi dan difusi teknologi tcrsebut kedalam perekonomian negara. penerima 

teknologi tersebuL 
3. Pengembangan kemampuan teknoJogi untuk inovasi. 
Hurufj 
Yang dimaksud dengan "industri pionir'" adaJab industri yang memi1iki keterkaitan 
yang luas, memberi nilai tambah dan ekstemalitas yang tin� memperkenalkan 
teknologi baru,serta mem.iliki niiai strategis bagi perekonomian nasional. 
Hurufk 
Cukup jelas. 
Hurufl 
Cukup jeJas. 
Hurufm 
Cukup jelas. 
Hurufn 
Cukup jeJas. 
Pasal35 
Cukup jelas. 
PasaJ 36 
Cukup jeJas. 
Pasal 37 
Cukup jelas. 
Pasal 38 
Cukup je)as. 
Pasal39 
Cukup jelas. 
Pasa140 
Ayat fl) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan 9arbitrase9 adaJah sebuah poses dimana Jredua beJah pihak 
setuju 1mtuk menggunakan penengah independen (orang yang tidak mcmibalq. 
Yang dimaksud dengan "arbitrase arti lain" adalab kekuasaan untuk menyelesaikan 
sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. 



Ayat(3). 
Cukup jelas. 
Pasal 41-43 cukup jelas 
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